
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SF]RTA TATA

KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA"IA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keda Badan

Kesatuan Bangsa darl Politik Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang

Meng'ingat

BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 06 TAHUN 2O21

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sularvesi
(l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undalgan (l,embaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarg
Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan I-embaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5601);
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6.

7.

8.

9.

10

11

12

Memperhatikan : 1.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Talun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indorfsia
Nomor 72 Tahun 2O19 tentang perubahan atas peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {l,embaran Nega.a Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dar]
Reformasi Birokr:asi Nomor 20 Tahun 2O1g tentang
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi pemerintah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2O1g Nomor
412);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 201g
tentang Pembinaan Dan Pengendalian penataan perangkat
Daerah {Berita Negara Republik Indonesia tahun 2btg
Nornor 1539);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1l Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah yang Melaksalakan Urusan
Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
194);

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (l€mbaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2016 Nomor 1O);

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Tara Toraja (kmbaran Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Nomor 3).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1OO-4,+O Tahun
2019 tentang Evaluasi Kelembagaan perangkat Daerah
yang Melaksanakan Urusan pemerintahan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1OO-441 Taiun
2019 tentang Nomenklatur perangkat Daerah yang
Melal<sanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik.

MEMUTUSXAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAN
ORCANISASI. TUCAS DAN FUNCSI, SERTA TATA KER.'A
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
TANA TORA.IA.

Menetapkan
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalair Kabupaten Tana Toraja.
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.

4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan dan Politik.
8. Subbagian adalal Subbagian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik.
9. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional sebagaimana yang diatur

dala,rn ketentuan peraturan perundarg-undangan.
ll.Jabatan Pelaksana adalai jabatan pelaksana sebagaimana yang diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugasjabatan.
13. Fungsi adalah pekedaan yalg merupakal penjabaral dari tugas pokok.

14. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan
yang merupakan upaya pokok yang dilatukan pemegang jabatar.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Badar Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusal
pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai ketentuan
peraturan peru ndang-undangan.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimal<sud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat:

1 . Subbagian Program dan Anggaran;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa:
1. Subbidang Ideologi dal Wawasan Kebangsaan;

2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.



d. Bidang Politik Dalam Negeri:
1. Subbidang Pendidikan Politik darl Peningkatan Demokrasi;
2. Subbidang Fasilitasi Kelembagaal Pemerintahan, Perwakilan dan

Partai Politik.
e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi

Kemasyarakatal:
1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

I Bidalg Kewaspadaan Nasional dan Penalganan Konflik:
1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama lntelijen;
2. Subbidang Penanganan Konflik.

g. Kelompok Jabatan fungsional;
(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupatan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan
mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan
politik yang menjadi kewenanganny'a sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimal<sud pada ayat (1),
Kepala Badan mempunr ai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di

bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. pelaksanaal kebijakan pen]'elenggaraan urusan pemerintahan di bidalg

kesatuan bangsa dan politik;
c. pelatsanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidalg kesatuan bangsa dan politik;
d. pelaksanaan pen,velenggaraan administrasi Badan urusan pemerintahan

di bidang kesatuan bangsa dan politik;
e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan di bidang kesatuan bangsa darr politik;
I pelaksanaan fungsi lain yalg diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.
(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pela_ksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancang.Ln, mengoreksi, memaral dan/atau menandatangani
naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerla
yang benar dan akurat;



e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merencanakarl dan merumuskan kebijakan Bidarg Kesatuan Ban$1- 
Our"l poiirit yang meliputi bidang pembinaan ideologi pancasila ddr
\(rawasar kebangsaan, penyelenggaraan potitik dalam negeri dan

kehidupan demokasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi' sosial dan

budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku' umat
Ue.ag.ma, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi

kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di daerah;

g. mengoordinasikar dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang- pe-bi.r.an ideologi pancasila dan war'vasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan
golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan serta pelaksanaal kervaspadaan nasional dan
penanganan konflik;

h. menyelenggarakar perencanaan kebijakal teknis, program, kegiatan,
keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan
Badal;

i. mengoordinasikan dan menyelenggaralal program dan kegiatan yang
terkait bidang pembinaan ideologi palcasila dan wat asan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan
lainnya, pembinaan dan pemberdayaal organisasi kemasyarakatan serta
peiaksanaan kewaspadaal nasional dal penalgalan konflik;

j. menyelenggarakan perumuskan kebijakan dan menyelenggarakan
kebijakan pelaksanaan urusan pemerintaian yang terkait bidang
pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebalgsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketaianan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antar suku, dan intra suku, umat beragama, ras dan
golongan lainnya. pembinaan dan pemberdayaan organisasi
kemasyarakatal serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dal
penarganan konflik;

k.menyelenggarakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidalg pembinaan ideologi pancasila dan
wa\4.asan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
buda-v'-a, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan kewaspadaal nasional
dan penanganan konflik;

1. mengoordinasikan penyelenggaraal tugas pembinaan pada
kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan
tugas lingkup Badan;

m. menvelenggarakal pembinaal dan pelaksanaan tugas di Bidang
pembinaan ideologi pancasila dan walr,asan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan serta ker.r,aspadaan nasional dan penalganan konflik;



n.menyelenggarakan pemberian dukungan atas pen-velenggaraan
pemerintahan daerah di bidang pembinaan ideologi pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik;

o. menyelenggarakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila,
lvawasan kebangsaan dan karakter bangsa, penyelenggaraan politik
dalam negeri, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
agama, darl orgarisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial di daerah;

p. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiaran di Bidang
pembinaan ideologi pancasila dan $.awasan kebargsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, agama, dan
organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik;

q. menyelenggarakan koordinasi pelatsanaan pembinaan idiologi parcasila
darl-ivawaaan kebangsaan, penyelenggaraan poltik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan arrtar suku dan intra suku. umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta melaksanakan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di daerah;

r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pembinaan ideologi palcasila
9an. _rvau.asal kebangsaan, menyelenggarakan politik dalam negeri dan
kehidupan demok.asi, memelihara ketahanan ekonomi, .ojial dan
budaya;

s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pembinaan kerukunan antar
suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya,
fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaar kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial di daerah:

t. menyelenggarakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
u. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan

penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pembinaan ideologi pancasila
dan. wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam nigeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, soiial dan
budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan
nasional dal penanganan konflik;

v. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi badan;

w. menilai kineia pega!!'ai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan peru ndang-u ndangan ;

x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusar kebijakan; dan

y. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(l) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu
Kepala Badar dalam memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan,
memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik yang terkait dengal program dan anggaran, keuangan serta
urusan umum dan kepegawaian yalg menjadi kewenangannya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan

Badan;
b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan

Badan;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
d. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang

milik daerah di lingkungan Badan;
e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

{3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran di lingkungan

Badan;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi darr mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menl'usun rancargan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas sesuai prosedur yang bertaku agar diperoleh hasil keda
yang benar dan akurat;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan dan merumuskan rencana operasional program,

kegiatan dan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. mengoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan meliputi

program dan anggaran, pengelolaan keuangan, urusan umum dan
kepegawaian ;

h. mengoordinasikan dan menyusun bahan perumusan pelaksanaan
kebUakan yang terkait dengan program dan anggaran, pengelolaan
keuangan. umum dan kepegawaian;

i. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi prograrn dan anggaran, pengelolaan keuangan, serta
pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;

j. melaksanakan urusan program dan anggaran, pengelolaan keuangan
serta urusan umum dan kepegawaian:

k. merencanakan, mengoordinasikan dan menggerakkan serta
mengendalikan kebijakan darl prosedur kerja lingkup Badan;

l. mengoordinasikan penyiapan bahan dan p€nyusunai Rencana Kerja
Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Akuntabilitas
Kineia Instansi Pemerintah/Sistem Aluntabilitas Kineia lnstansi
Pemerintah, Rencana Strategis dan Rencana Keda dan/atau dokumen
perencanaan;

m. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan
Badan;

n. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah
tangga dan barang milik daerai di lingkungan Badan:
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o. menyusun kerangka regulasi yang terkait dengan tugas kesekretariatan
berdasarkal ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. melalsanakan pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan
Badan;

q. melaksanal<an penyusunan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi dalam lingkungan kesekretariatan;

r. melaksanal<an koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi badan;

s. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturzrn perundang-
undangan;

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebjjatan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
baik lisa-n maupun tertulis.

Pasal 6

(1) Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memimpin dan
melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan
mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data
dan informasi, pelaksanaar monitoring dan evaluasi, serta penyusunan
laporan kinefa yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundalg-
undangan.

(2) Rinciar tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Anggaran sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksalaal tugas dalam

lingkungan Subbagian Program dan Anggaran untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun r.rncangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja
yang benar dan aturat;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melal<ukan perencanaan kebijalan teknis

urusan program dan anggaran;
g. menghimpun dal mempersiapkan ba}ran perencanaan program dan

anggaran serta penyusunan laporan Badan;
h. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran

serta pelaporan Badan;
i. melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Keda Anggaran,

Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Akuntabititas Kineia
lnstansi Pemerintah/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Rencana Strategis dan Rencana Kela dan/atau dokumen perencanaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yalg berlaku;

j. melakukan pengumpulan data realisasi capaian kineda bulanan;
k. menyusun laporaa capaian kinerja triwulan dan semester;
l. melakukan evaluasi kinerja anggaral Badan;

m. melakukan revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan
Badan;



9

n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengar lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah daLam rangka mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan;

o. mengevaluasi hasil pelal<sanaan kegiatan urusan Subbagian Program
dan Anggaran sesuai prosedur yang berlaku agar belalan sebagaimana
mestinya;

p. menilai kine{a bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangarl;

q. melakukan penyusunan laporan darl pendokumentasian kegiatan
Kepala Subbagian Program dan Anggaran dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijalal; dan

r. melakukar tugas kedinasan lainnya yang diperintahkal oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

Pasal 7

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai
tugas membantu Sekretaris memimpin dan melaksanal<an penyiapan
bahan, menghimpun, mengolah dan melakukan adrrinistrasi dan
pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan
pembukuan 1'alg menjadi keu.enangann5ra sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagial Keuangan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan I ugas:
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Subbagian Keuanga! untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasit keda
yang benar dan akurat;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidarrg tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebiiakan teknis

pengelolaan keuangan;
g. mengumpulkal bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana

kebutuhan gaji;
h. mengumpulkan bahai, menyusun, dan mengelola administrasi

keuangan badan;
i. melakukal verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan

keuangan badan;
j. mengoordinasikal pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan

keuangan;
k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
1. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

n. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan
penyusunal laporan hasil pemeriksaan keuangan;

o. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindat lanjut laporan hasil
pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

p. melatukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi badan;
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q. menilai kinerja bawahan r

undangan; sesuai ketentuan peraturan perundang-

r' melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatanK^epata su bbagran x""urrg"i_^9ll *"-t-""i.". """.".i'f ,-0..rr".,Kepada ahsan sebagai balrarl perumusan kebijakan; dan
s. melal(ukan lugas kedinasan J

baik lisan maupun tertulis. 'rnnya 
yang diperintahkan oleh pimpinan

Pasal 8
(l) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala

3:l"P*j::,-:"-ll:1.1, t,c": membantu s'ekretaris memimpin dan,ru.l,rsarraKan penylapan bdrl, menghimpun, mengelola danmelaksanakan administrasi urusan ketatausai_r"d;;;"";", kearsipan,hubungan masyarakar, protokol, p"rl""gdt;;;;;; tangga sertapengelolaan kepegawaiar y^.,g -..,.y"di [;;;;;;;";;;;uai ketentuanperaturan perundang_undangan.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:a. menFrsun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaiar_r

sebagai pedoman dalam pelaksanaan trigas;
b. mendistribusikan darl memberi petunjuk pelalsanaan tugas;
C memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan

lingkungan Subbagian Umum din Kepegawaian untuk
perkembangal pelaksanaan tu gas;

melyysu_rl rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menardatangari
naskah dinas sesuai prosedur y'ang berlaku agar diperoleh hasil kiq.ayang oenar dan akurat:

d

tugas dalam
mengetahui

teknis

kepala
tugas

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakal

urusan umum dan kepegarvaian:
g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para

subbagiar/subbidang dan mengkonsultasikan pelaksanaan
dengan atasarl untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

h. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;

i. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas dan pelaksalaan hubungan
masyarakat;

j. menyiapkan bahan darr menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan
dan penghapusan barang milik daera}l;

k. menyiapkan bahan dan menvusun administrasi pengadaan,
pendistribusial, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang
milik daerah;

L menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta
menyusun laporan barang inventaris;

m. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan
rumah tangga, keamanan dan kebersihan Badan;

n.mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolalan,
penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi: i

o. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas,
upacara, kehumasan dan keprotokoleran;

p. menyiapkar bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;

q. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran
pegawai;
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r. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan
peialanan dinas pegawai;

s. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
organisasi dan tatalaksana;

t. menyusun rencana kebutuhan dan usulan pengembangan sumber daya
manusia di lingkungan Badan;

u. menyiapkan bahan perumusan kebijalan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;

v. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi
kepegawaian;

w. melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan
penyusunan produk hukum yang dilaksanakan dalam lingkup Badan
sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;

x. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan
hasil pemeriksaan;

y- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan;

z. menilai kine{a bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

aa. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatai
Xepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

bb.melakukan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisalt
maupun tertulis.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karaker Bangsa

Pasal 9

{1) Bidang ldeologi, Wawasan Kebargsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan -u-.ang terkait
dengan Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang
menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan ketentuan
perundang-undangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimatsud pada a1-at (1),

Kepala Bidang mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan

Karakter Bangsa;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan

dan Karakter Bangsa;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Ideologi, wawasan

Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

d. pelaksanaan administrasi Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa;

e. pelaksanaan fungsi kpbadanan lain yang diberikan oleh pimpinart
sesuai dengan tugas ddh fungsinya.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:



a. menyusun rencana kegiatan Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
untuk mengetahui perkembangan pelalsanaan tugas;

d. menyusun rancangan) mengoreksi, memaraf dan/atau menandatanganl
naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kirja
_vang benar dan akurat;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasn),a;
f. mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan, program

dan kegiatan Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karaktei
Balgsa;

g. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang ideologi, nawasan
kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, p"-1arr"r, -kebangsaan,
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di daerah;

h. menginventarisir dan mengindentifikasi perrnasalahan di bidangideologi, wawasan kebangsaan, bela Nigara, karakter bangsa,
pembauran kebargsaan, bhineka tunggal ika din sejarah kebangsaai di
daerah, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahin masalah;

i. merrl.usun bahai perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
Bidang ldeologi, Waq,asan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

j. m,enyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan tugas Bidang Ideologi,
Wa\r'asan Kebangsaan da]1 Karakter Bangsa;

k. melaksanakan penyusunan program ke{a di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pemb;uran i.ebangsaan,
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di iaerah;

I. melaksarakan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, \\.a\{rasan
]<ebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pemb;uran kebangsaan,
bhineka tunggal ika dal sejarah kebangsaan ditaerah;

m. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
Negara dan karakter bangsa;

n. melaksanakan kebilakan di bidang pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan di daerair;

o. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang ideologi, wawasall
kebangsaan, bela negara dan karaktir bangsa di daelah;

p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejaral kebangsaan"di daerah;

q. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Bidang tdeologi, Wawasan Kebalgsaan dan
Karal<ter Bangsa;

r. melaksanakan pembinaan pelaksaraan kebijakan di Bidang Ideologi,
Wawasan Kebangsaan dan Karatter Bangsa;

s. mengoordinasikan dan melaksaaakan pemantauan, pengendalian dan
evaluasi kebijatan teknis Bidang Ideologi, Wawasan Keiangsaan dan
Karakter Bangsa;

t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukunf pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan;

t'2

u. menilai kinerja bawahan sesuai
undangaIr;

ketentuan peraturan perundang-
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menyusun laporan hasil pelaksaraan tugas Kepala Bidang ldeologi,
Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dan memberilan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
melaksanatan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 1O

(l) S,ubbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang
Kepala Su,bbidang, mempunyai. tugas membantu Kepala eidang ldeologi]
Wawasan Kebangsaan dan Karakte; Bangsa dalam memimpin, menyiapkanbahan penyusunan kebijakan teknis, irembina, mengo6rdinasikan danmelaksanakan program dan kegiatan Subbidang Ideoiogi dan Wawasan
Kebangsaan yang menjadi kewinangannya sesriai kete"ntuan peraturar
perundang-undangan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l ), sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan sebagai pedoman dalam pelaksinaan tugls;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungal Subbidang Ideologi dan Warasan Kebangsaan untuk

mengetahui perkembalgal pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaral dan/atau menandatangani

naskah dinas sesuai prosedur yang berlalu agar diperoleh nasil tieqjayang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengar bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis

ideologi dan wawasan kebangsaan;
g. menginventarisir prermasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan

tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h, mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program, kegiatan dan

pelaksalaan program dan kegiatan Subbidang ideologi dan Wawasan
Kebangsaan;

i. melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan Subbidang tdeologi dan Wawasan Kebangsaan;

j. melakukan perumusan kebijakan, prograrn dan kegiatan yang terkait
dengar Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

k. melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang
terkait dengan kegiatan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; -

l. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pelaksanaan tugas Subbidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan;

m. menyiapkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi penguatan ideologi negara;

n. menyiapkan bahan perumusan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
pembauran dan pembinaan kewarganegaraan serta pemberian
penghargaan;

o. melakukan fasilitasi untuk meningkatftan pembauran antar golongan,
etnia, suku dan antar umat beragama dari berbagai aspek;

p. menyiapkan bahan perumusan dan memfasilitasi pelaksanaan
sosialisasi wawasan kebangsaan dan revitalisasi nilai-nilai pancasila di
lingkungan pemerintah dan masyarakat;
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q. men]-iapkan bahan peny'elenggaraan pendidikan \rr.awasan kebangsaan
mela.lui aktualisasi seni dan budaya tokal;

r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan ketahanan strategis ideologi
politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, pertahanan keamanan
(IPOLEKSOSBUDHUKHANKAM) ;

s. melalukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan
kegiatan yang berkaitan dengan ideologi dan wawasan kebangsaan;

t. melalukal pembinaan dan bimbingan pelalsanaan tugas di Subbidalg
Ideologi dan Wawaaan Kebangsaan;

u. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Subbidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan;

v. melalukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung f,elaksanaan tugas
dan fungsi badan;

w. menilai kinerja bawahan
undangan;

sesuai ketentuan peraturan perundang-

\.

t'

3e1a]<u\a1_penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan iebangsaan dar memberikan
saran _ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

menyusun rencala kegiatan Subbidang Bela Negara dan Karakter
Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanian tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Subbidang Bela Neglra aan ' ra..[te. --a.rigL- 

u.r,r..,rmengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
menyusun rancanganr mengoreksi, memaraf dan/atau menandatanganinaskah dinas sesuai prosedur vang berlaku 

"g*-iip"-i"ir*il"rl r..rJ"yang benar dan akurat;
mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasn],a;

Pasal 1 I

(l) Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala
:i-b!idanc, mempu-nyai tugas membantu kepata eiiang ldeologi, Wawasan
Kebangsa€rn dan Karakter Bangsa dalam memimpin, menyiapkan bahanpenyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan clanmelaksanakan program dan kegiatan Subbidang aela fregara dan KarakterBangsa yang menjadi kewenangannya sesuai kete-ntuan peraturanperundang-undangal.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a

b

c.

d

e

f.

h

i

menyiapkarl bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknisSubbidang Bela Nega_ra dan Karakter Bangsa; "r virqna"

menginventarisir permasalahal yang.berhu bungan dengan pelaksanaantugas serra menyiapkan bahan petunjuk p.rn."ir* ..Ef.i,,-.mengumpulkan data dalam ranqka penyusunan program dan kegiatanSubbidang Bela Negara dan Karakte;Bangsa;
melakukan penyiapan ba}rank"bi..,.;., ;;;;!t:,""fri11,.T#?Xii,l.;, L..:i:U:"' 

pe,aksa naa n
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j. melakukan perumusan kebijakan, program dan kegiatan l,ang terkait
dengan Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;

k. melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakal yang
terkait dengan kegiatan Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;

l. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pelaksanaan tugas Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;

m. menvusun dan melakukan fasilitasi dan pelaksanaan program/
kegiatan bela negara;

n. mengumpulkan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi
dan singkronisasi penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan bela
negara;

o. melakukan fasilitasi / pelaksanaan program kegiatan pendidikan
karal<ter bangsa bagi pemerintah dan masyarakat;

p. melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan
kegiatan yang berkaitan dengal Subbidang Bela Negara daJl Karakter
Bangsa;

q. melakukan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di Subbidang
Bela Negara dan Karakter Bangsa;

r. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;

s. melakukan pemantauan darr penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;

t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaar tugas
dan fungsi badan;

u. menilai kinerja bawahan
undangan;

sesuai ketentuan peraturan perundang-

melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
Kepala Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan
baik lisar maupun tertulis.

Bagian Keempat

Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 12

(1) Bidang Politik Da'lam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memirnpjn,
mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan -v-.ang terkait dengan
Bidang Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangannl a sesuai
ketentuan peraturar perundang-undangan.

(2) Dalarn menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis Bidang Politik Dalam Negeri;

b. pelaksanan kebijakan teknis Bidang politik Dalam Negeri;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang politik Dalam Negeri;
d. pelalsanaan administrasi Bidang Politik Dalam Negeri;



d.

(3) Rin
a.

m

n

b
c.

t"5:"ffiil"}}-r:.lain vans diberikan oleh pimpinan sesuai densan

cian t ugas sebagaimana dimaksud pada a] at (l l. sebagai berikut:men1usun rencana keaialan Bidarg eolitik o"r. ii N"g.J. 
"",r"g.tpedoman dalam pelal(sanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugasi
memanlau. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamtrngkungan Bidang potilik Oitam Negeri ,r,rt '.il.g.onri
perkembargan pelaksanaan tugas;

O 
:.-"J-Til_llcangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatanganiuasKan olnas sesuar prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil k-e!.ayang benar dan al<urat;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan dan melaksalakan perumusan kebijalarr, program

darr kegiatan Bidang politik Dalam Negeri;
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melaksanakan.perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etikabudaya politik, peningkatan demokrasi, iasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik
di daerah;

menginventarisir dan mengindentifikasi permasalahan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasititasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan
situasi politik di daerah, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;
menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijatar di
Bidang Politik Dalam Negeri;
menyusun kebijakan dan pedomal pelal<sanaan tugas Bidang Politik
Dalam Negeri;

melaksanakal penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerall serta pemantauan situasi politik
di daerah;

melaksanakar perumusan kebijakan teknis di bidang pe.didikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
Lelembagaal pemerintahan, per$'akilan dan partai politik, pemilihan
umurn/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik
di daerah;

melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan p€merintahan,
perr,r,akilan dan partai politik, pemilihan umurn/pemilihan umum
i<epala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah;

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, 

^ per*akilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemiliiran umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik
di daerah;

melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan'

h

J.

k

I

o
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perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum
kepala daerah serta pemantauan situasi potitik;

p. melaksanakan pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang politik
Dalam Negeri, meliputi pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaal pemerintahan.
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum
kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah;

q. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengenda.lian dan
evaluasi kebtakan teknis di Bidang Politik Dalam Negeri, meliputi
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, pena,akilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan
situasi politik di daerah;

r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan;

s. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Politik
Dalam Negeri dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

u, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 13

(1) Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi dipimpin oleh
Kepala Subbidang, mempunl-ai tugas membantu Kepala Bidang Politik
Dalam Negeri dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanal<an program dan
kegiatan Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Jang
menjadi kewenangalnya sesuai ketentuan Fleraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menvusun rencana kegiatan Subbidang Pendidikan Politik dan

Peningkatan Demokrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Subbidang Pendidikan Politik dal Peningkatan Demokrasi
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja
]'ang benar dan al<urat;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyiapkan ba}lar dan melakukan perencanaan kebijakan teknis
Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi,

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan
tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

h. mengumpulkan data dalarn rangka penyusunan program dan kegiatan
Subbidang Pendidikan Potitik dan Peningkatan Demokrasi;

i. melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
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k

melakukan.lelumlsan kebijakan, program dan kegiatan yang terkait
dengan Subbidang Pendidikan politik dan peningkatan Oemot<ra"si;
melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijatan yang
terkait dengan kegiatan Subbidang pendidikan politik dan eeningkatai
Demokrasi;

L menyusun bahan perumusan, koordinasi
pelaksaraan tugas Subbidang pendidikan
Demokrasi:

pelaksanaan kebijakan
Politik dan Peningkatan

m. melakukal pemantauan/evaluasi perkembangan politik di daerah dan
evaluasi pelaksanaan pemilihan umu- presid.., dan wakil presiden,
legislatif serta pemilihan kepala daerah;

n. menyiapkan bahan penyelenggaraan program dan fasilitasi pelaksanaan
sosialisasi, talk show, dan diskusi pendidikan politik;

o. mengoptimalisasikan peran partai politik dalam partisipasi politik
masyarakat;

p. melakukan pembuatan data base partai politik di daerah;
q. melakukan fasilitasi serta evalusai persiapan pelat<saraan pemilu;
r. melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraal program dan

kegiatan yang berkaitan dengan Subbidang Pendidikan Politik dan
Peningkatan Demokrasi;

s. melakukan pembinaan dal bimbingan pelaksanaar tugas di Subbidang
Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;

t. melakukan penyiapan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi
pelaksalaan kegiatan Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan
Demokrasi;

u. melakukal koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintall darr
lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi badan;

v. menilai kineqa bawahal sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

w. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
Kepala Subbidang Pendidikan Politik darr Peningkatan Demokrasi dan
memberikal saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

x. melakukar tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpirran
baik lisan maupun tertulis.

Pasal 14

(1) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempun-vai tugas
membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dalam memimpin,
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina,
mengoordinasikan dan melaksanakan program dal kegiatan Subbidang
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik yang
menjadi kervenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{2) Rincian tugas sebagaimana dima}sud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dal memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik untuk mengetahui perkembanga]r
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja
yang benar dan akurat;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyiapkan ballan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis
Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Peru'akilan dan Partai
Politik;

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan
tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

h. mengumpulkan data dalarn rangka penyusunan program dan kegiatan
Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahal, Perwakilan dan partaj
Politik;

i. melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelatsanaan
kebijakan Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perr,akilan
dan Partai Politik;

j. melakukan perumusar kebijakan, program dan kegiatan yang terkait
dengan Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintaian, Perwakilan
dan Partai Politik;

k. melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang
terkait dengan kegiatan Subbidang Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

l. menvusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijalan
pelaksanaan tugas Subbidang Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan,
Peru al<ilan dan Panai Polilik:

m. menyiapkan bahan perumusan fasilitasi kebijakan pelaksanaan
kegiatan koordinasi pengarvasan yang lebih komprehensif;

n. menyiapkai bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi sosialisasi
administrasi baltuan partai politik;

o. melakukan kegiatan Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai
politik;

p. menghimpun laporan pertanggung jawaban partai politik;
q. memberikan rekomendasi/nota pertimbangan bantuan hibah bagi

lembaga pemerintah, badan dan lembaga yang bersifat nirlaba,
sukarela, dan sosial;

r. menyiapkan bahan koordinasi tim verifikasi periha.l bantuan partai
politik;

s. menyiapkan bahan koordinasi tim fasilitasi bantuan hibah;
t. melakukan monitoring dan evalusi kelancaran bantuan keuangan partai

politik;
u. melal<ukan penyusunan evaluasi/kepengurusan kelembagaan partai

politik yang terdaftar ulang atau partai politik baru;
v. melakukan pembinaan kelembagaan partai politik dan evaluasi

penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sub Bidang politik Dalam
Negeri;

w. melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan
kegiatan yang berkaitan dengan Subbidang Fasilitasi Kelimbagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik:
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x. melakukan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di Subbidang
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan da],l Partai Politik;

y. melakukan penyiapal bahan penyusunan pemantauan daII evaluasi
pelaksanaan kegiatan Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwal<ilan dan Panai Politik;

z. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
Iembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
dal fungsi Badan;

aa. menilai kineda bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

bb.melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
Kepala Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

cc. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyaral<atan

Pasal 15

(1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membantu Kepala
Badar.r dalam memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dar
melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelal<sanaan urusan
pemerintahan yang terkait dengan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi
kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
Kepala Bidang mempunr ai fungsi:
a. perumusarr kebijakan teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
c. pelaksanaan evaluasi dar1 pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi,

Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
d. pelaksanaan administrasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,

Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
e. pelatsanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengal

tugas dan fungsinya.
(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan setragai pedoman
dalam pelaksanaan tu gas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budalra, Agama dart
Organisasi Kemasyarakatan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;



d menJ usun rancangan, mengoreksi, m€maral dan/atau menandatanganinaskah dinas sesuai prose;ur yang berlaku "#-ai;;;i;91,a", ur4^yang benar dan akurat;
mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
mengoordinasikal dan melaksanakan perumusaJl kebijakan, programdan kegiatan Bidang Ketahanan er.o"o^-i, 

-io"i"t,' ri"Jjiiloi"-" o^"Organisasi Kemasyarakatan;
melaksanakan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,
l1,ii]:^, ll*l"l fasjlitasi. pencegahan penyalahgunaan- narkotika,Iaslutasl kerukunan umat beragama dan penghayai kepercayaan sertapendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasisengketa ormaa, pengawasan ornas dan ormas asing ai Oa.lat ;

menginventarisir dan mengindentifikasi permasalahan di bidangketahanal ekonomi, sosial, budaya, Iasilitasi pencegat anpenyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat Uer.eama a..,pen€hayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberday.L o.-a",
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing di daerah, serta menyiapkan baharr petunjuk pemecahan masalah;
menJ.usun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
Bidang Ketahanal Ekonomi, Sosiat, Budaya, Agama dan Organrsasi
Kemasyarakatan;
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dan pedoman pelaksanaan tugas Bidang
Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi

e

f.

h

j. menyusun kebijakan
Ketahanan Ekonomi-
Kemasyarakatani

k. melaksanakan penyusunan program kerja di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragarna dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi
dan mediasi sengketa ormas, F€ngawasan ormas dan ormas asing di
daerah:

L melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi
dan mediasi sengketa ormas, pengawasan orrnas dan ormas asing di
daerah:

m. melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya.
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, Iasilitasi kerukunan
umat beragama dan pengha]'at kepercayaan serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
penga\{'asan ormas dan ormas asing di daera}r;

n. melaksanatal keblakan di bidang ketahalan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragaina dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ornas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;

o. melaksalakal koordinasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika;

p. melaksanakan koordinasi fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaJtaran ormas, pemberdayaan orrnasi
evaluasi dan mediasi sengketa ornas, pengawasan ornas dan ormas
asing;
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melaksanakan pemberian dukungan atas penS,,elenggaraan
pemerintahan daerah di Bidang JGtahanan ekonomi, 

-Soslal, 
eudaya,

Agama dan Organisasi Kemasl,arakatan;

:lela-ksar]1kan pembinaan petaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan
EKonomr, Soslal. tsudaya. Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian danevaluasi kebijakan teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sisiat, eudaya,
Agama darl Organisasi Kemasyarakatan;
melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lemba-ga nonpemerintah dalam rangka iendukuni p!1"k..rr...,
tugas dan fungsi Badan;

menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
m€nyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi X.-""u"i^k.t^r, O^r,memberikan saran pertimbangan kep;da atasan sibagai bahanperumusan kebijakan; dal
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.
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Pasal 16

(1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dipimpin oleh
L"li,: l.lo,q":*. mempunyai tugas membaritu x"pau- aiJ.ng Ketahanan
E Konoml, Soslal, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalammemimpin, menyiapkan bahan peryusun-an kebijakan teknis, membina,mengoordinasikan dan melaksanakan program d"an kegiatan SubbidangKetahanan Ekonomi, Sosial, Budaya -ar" ag"_r'lang menjadikewenangannya sesuai ketentuan p€. tu.rn p"ru.rairgrndangan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Agama sebagai pedoman O.f"u- p.i.to".^" irgu";
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengaw.asi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalaElingkunsan Subbidang Ketahanan 

"Ekono-i, 3;ai;G;;;ya dan Asamauntuk mengetalui perkembangan pelaksanaan t"g;q ---'
d. menyusul rarcangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatanganinaskah dinas sesuai prosedur lang berlaku "g* JG..LII hasil k"eqayang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakaa teknisSubbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya d;; Agr;;;g. menginventarisir permasala}an_ yang berhubungan dengan SubbidangKetahanan Ekonomi, sosial, Budaia d"" &^;; 1.. -".,yt"pt"r,bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. mengumpulkan data dalam rang_ka .penyusunan program dan kegiatanSubbidang Kerahanan Ekonomi. Sosiat. era"y" i"'; A?^-",i 3gfkykar penyiapan balan perumusan, koordiiasi petaksanaankebijakan Subbidang Ketahanan Ekonomi, S,i"ii, euJ^y; a"n Agama;j. melakukan pemmusan kebijakan, program dan kegiatan yang terkaitdengan Subbidang Ketahanan pf<onomils"slaf, g"i"l," J"rr ag^-.;
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k melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang

i"rGi a".g"" t"gl"t"rr SrfUiaurrg Ketahanan Ekonomi, Sosial' Budaya

dan Agama;

bahai perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijatan
tugas Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan1. menyusun

pelaksanaan
Agama;

m. menyiapkan bahan, koordinasi dall melaksanakan fasilitasi pencegahan-' 
J.t "p"-fr"."r'rtasan penyalahgunaan, dan peredaral gelap narkotika
dan prekursor narkotikai

n. menyiapkan balan, koordinasi dan melaksanakan fasilitasi kegiatan

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercal'aani

o. melakukan peningkatan pemberdayaal forum kerukunal umat
beragana (FKUB);

p. menyiapkan penyelenggaraan diskusi seminar, dan lokakarya

ketahanan seni, budaya politik, agama dan kemasyarakatan;

q. melatukan kajian strategis masalah ketahanan ekonomi, sosial, budaya
dan agama;

r. menyiapkan bahan perumusan kebjjakan dan melaksanakan dan
fasilitasi penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;

s. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam ralgka koordinasi
dan sinkronisasi, penyusunan program penelitian ekonomi, sosial dan
budaya dengan instansi dengan lembaga terkait;

t. melakukan fasilitasi untuk peningkatkan toleransi antar golongan,
etnis, suku, dan antar umat beragama diberbagai aspek dan
memantapkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya bag segenap
masyarakati

u. melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan
kegiatan -vang berkaitan dengan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama;

v. melakukal pembinaan dal bimbingan pelaksanaan tugas di Subbidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

w. melakukan penyiapan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Agama;

x. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi badan;

y. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undalgan;

z. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

aa.melakukan tugas kedinasai lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

Pasal 17

(1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam
memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina,
mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang



Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l ), sebagai berikut:
a. menJrusun rencana kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan untuk mengetahui
perkembangan pela l<sanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar
diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahaa dan melakukan perencanaan kebijakan teknis

Subbidang Organisasi Kemasyarakatani
g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan serta menyiapkan bahan
petunjuk pemecalan masalah;

h. mengumpulkan data dalam rangka pelaksanaan tugas Subbidang
Organisasi Kemasyaralatan ;

i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Subbidang Organisasi
Kemasyarakatan;

j. melakukan perumusan kebijakan Subbidang Organisasi
Kemasyarakatan;

k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan
Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;

l. melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan program dan kegiatan
Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;

m. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan, penyusunan kebijakan
teknis, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan di bidang organisasi kemasyarakatan yalg meliputi
pendaftaran orrnas, pemberdalr'aan ornas, evaluasi dan mediasi
sengketa ornas, pengawasarr ormas dan ormas asing yang menjadi
kewenangannya;

n. melakukan kebljakan yang terkait dengan bidang organisasi
kemasyarakatan yang meliputi pendaltaran ormas, pemberdayaan
orrnas, evaluasi dan mediasi sengketa orrnas, pengawasan ormas dan
ormas asing yang menjadi kewenangannya;

o. memberikan rekomendasi/nota pertimbangan bantuan hibah bagi
organisasi kemasyarakatan ;

p. menghimpun laporan pertanggung jawaban bantuan hibah organisasi
kemasyarakatan;

q. menyiapkan bahan koordinasi tim fasilitasi bantuan hibah;
r. melakukan fasilitasi pendidikan dan pengembangan organisasi

kemasyarakatan;
s. melakukan penataan administrasi organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
t. melakukan verifikasi pemberian surat keterangan keberadaan

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum;
u. mengumpulkan data dan penyiapan hahan dalam rangka koordinasi

dan sinkronisasi penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Ormas;
v. melakukan verifikasi administrasi perq)nratan penerbitan SKT;

)1



w. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaal dan peningkatarr mututerhadap orgasnisasi kemasyarakatan, tembaga swadaya?asyarakat,
yayasan, serta Iembaga nirlaba lainnya;

x. melaporkan setiap perkembangan organsiasi kemasyarakatan, lembaga
swdara mas).araka t. .vayasan dan lembaga nirtaba tainnrat

y. melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dank€giatan yang berkaitan dengan " Sui6idang ' Organisasi
Kemasyarakatan;

z. melakukal pembinaan dan bimbingal pelaksanaan kegiatan
Subbidang

aa. menyiapkan baian penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;

bb. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan;

cc. menilai kinela bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang_
undangan;

dd. melakukan penyusunan laporal dan pendokumentasian kegiatan
Kepala Subbidang Orgalisasi Kemasl,arakatan dan memberikan iaran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

ee. melakukan tugas kedinasan lainnya yarg diperintahkan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keenam

Bidang Kewaspadaan Nasionai Dan Penanganan Konflik

Pasal 18

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang membantu Kepala Badan dalam memimpin,
mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi
serta pelapomn pelaksalraalr urusan pemerintahan yang terkait dengan
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang menjadi
kervenangalnya sesuai ketentuan peraturarr perundang-undangan.

(2) Dalam menyelenggarakal tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidalg mempunl ai lungsi:
a. perumusan kebijakan teknis Bidang Ket'aspadaar Nasional da]r

Penanganan Konflik;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kewaspadaar Nasional dan

Penanganan Konflik;
c. pelaksanaan evaluasi dar pelaporan Bidang Ke$aspadaan Nasional dan

Penanganan Konfliki
d. pelaksanaan administrasi Bidang Kewaspadaan Nasional dal

Penanganan Konflik;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
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c. memantau, menga\.!,asi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penarganan Konflik
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugasi

d. menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja
yang benar dan akurat;

e, mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnva;
f. mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan, program

dan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
g. melal<sanakan perumusan kebijakan di bidang keq,?spadaan dini,

keilasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, desa/kelurahan,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di
daerah:

h. menginventarisir dan mengindentifikasi permasalahan di bidang
kewaspadaan dini, kedasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
keda asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah,
desa/kelurahal, fasilitasi kelembagaan bidarg keq,aspadaan, serta
penanganar konflik di daerah, serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

i. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

j. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaal tugas Bidang
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

k. melaksanakan penyusunan program, kegiatan di bidang kewaspadaan
dini, kedasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kefa asing
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah,
desa/kelurahan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di daerah;

1. melaksanatar pemmusan kebijakan teknis di bidang ke*'aspadaan dini,
keijasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan artar daerah, desa/kelurahan,
fasilitasi kelembagaan bidang ke$,aspadaan, serta penanganan konflik di
daerahi

m. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan ltmbaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, desa/kelurahal, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganar konflik di daerah:

n. melatukan koordinasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan
di Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik, m;liputi
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
ker1a.-asing, lembaga asing, kewaspadaan perbatasan -antar 

daerah,
desa/kelurahan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta
penanganan konflik;

o. menyusun perkiraan situasi kerawanan konflik horizontal dan vertikal di
Kabupaten Tana Toraja;

p. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data kegiatai
kewaspadaar dini masyarakat serta analisis potensi dan penanganan
konflik;

q. memfasilit"si peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

r. melaksanalaa deteksi dini darl antisipasi dini potensi konflik dan aksi
kerusuhan massa;
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s. melaksanakan lasilitasi administrasi pemberian rekomendasi surat
pemberitahuan penelitial bagi ora:rg asing dan/atau lembaga asing;

t. melaksanakan fasilitasi administrasi pemberian rekomendasi
pertunjukan orang asing/lembaga asing yang bersifat lintas daerah
kabupaten maupun lintas provinsi, dal antan negara;

u. melaksanakan pemeliharaan data/dokumen dan pengawasan terhadap
bekas tahanan dan bekas narapidana G 30 S/PKI serta organisasi
terlarang lainnya;

v. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik;
rv. melaksanakan pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
x. mengoordinasikan dan melaksanakal pemantauan, pengendalian dan

evaluasi kebijakan teknis Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik;

y. melaksanakan koordinasi dar konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan;

z. menilai kinega bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;
aa.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang

Ke\,\,aspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakal; dan

bb.melaksanakal tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 19

(1) Subbidang Kewaspadaan Dini daIl Kerjasama Intelijen dipimpin oleh Kepala
Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kewaspadaan
Nasional dan Penargalan Konflik dalam memimpin, menl,iapkan bahan
penyusunan kebljakan teknis, membina, mengoordinasikan darl
melalsana.kan program dan kegiatan Subbidang Keu'aspadaan Dini dan
Kerjasama Intelijen l.ang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan
peraturan perundalg-undangan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimatsud pada ayat (l), sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Subbidalg Kewaspadaan Dini dan
Keiasama Intelijen sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan darrl memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memartau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalarn

lingkungan Subbidang Kewaspadaan Dini dal Kedasama Intelijen
untuk mengetahui perkembangal pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja
yang benar dan akurat;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan baian dan melakukan perencanaan kebijakan teknis

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Keiasama Intelijen;
g. menginventarisir permasalahan yang berhubungal dengan bidang

ke$'aspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
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keqa asing, dan lembaga asing, ke$'aspadaan perbatasan antara
daerah, desa/kelurahan, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta menyiapkan batran petunjuk pemecahan masalah;

h. mengumpulkal data dalam rangka penyusunan prograrn dan kegiatan
Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama lntelijen;

i. melakukan penyiapan bahan perumusal, koordinasi pelaksanaan
kebijakan Subbidalg Kewaspadaan Dini dan Kerjasama InteUjenl

j. melakukan perumusan kebijatan, program dan kegiatan yang terkait
dengan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;

k. melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan -vang
terkait dengan kegiatan Subbidang Keu,aspadaal Dini dan Kerjasama
Intelijen;

1. menvusun bahan perumusan, koordinasi pelaksalaan kebijakan
pelaksanaan tugas Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama
Intelijen;

m. memfasilitasi kerjasama, dan pertukaran informasi intelijen melalui
Kominda (Komunitas intelijen);

n. melakukal koordinasi, monitoring dan kerjasama dengan instansi
terkait dalam pengarvasan kegiatan orang asing dan lembaga asing,
Narkotika dan Obat-obat Terlarang (NARKOBA);

o. melakukanverifikasiadministrasidanpemberianrekomendasi/izinsertapen
gawaaankegiatankeramaianumum, kegiatan masyarakat lainnya dan
pemberitahuan kegiatan politik yang dilakukan oleh mahasiswa,
ORMAS, LSM, lembaga pemerintah, partai politik, tenaga kerja asing,
dan organisasi lainnya dalam lintas kabupaten dan lintas provinsi;

p. melakukan ke{a sama dengan lntelkam (intelijen) dan tim POA terkait
pelaksanaan pembinaan masyarakat dan tenaga ke{a asing, dan
pengawasan orang asing dan lembaga asing;

q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan kegiatan !'ang
berorientasi pada peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan
politik di bidang kewaspadaan dini masvarakat, kerja sama intelejen,
pembinaal masyarakat dan tenaga kerja, dan pengawasan orang asing
dan lembaga asing serta bahan rumusar kebijakan menghadapi
Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di bidang
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan;

r. melakukan penyusunan kebijakan dalam rangka kegiatan deteksi dini
terhadap fenomena/ gejala dimasyarakat yang patut diperkirakan dapat
mengganggu ketertiban umum, kenyamanan mas],arakat serta stabilitas
di bidang IPOLEKSOSBUD HUK HANI(AM;

s. memfasilitasi dan melaksanakan kebijakan dalam ralgka kegiatan
deteksi dini terhadap fenomena/gejala dimasyarakat yang patut
diperkirakan dapat menggangu keteftiban umum, kenyamanan
masyarakat serta stabilitas di bidang IPOLEKSOSBUD HUK HANKAM;

t. menviapkan bahan perumusan pengoordinasian, pengkomunikasian
data dan informasi mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau
peristiwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan
gangguan dan ancalnan secara dini;

u. menyiapkan bahal perumusan dan lasilitasi kebljakan pelaksalaan
sinkronisasi kegiatan instansi vertikal;

v. melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan
kegiatan yang berkaitan dengan Subbidang Kewaspadaan Dini dan
Kerjasama Intelijen;
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w. melalukan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di Subbidang
Ke&'aspadaan Dini dan Keiasama Intelijen;

x. melakukan penyiapan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Subbidang Keq.aspadaan Dini dan Kerjasama
Intelijen;

y. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
darl fungsi badan;

z. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;
aa. melakukar penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

bb.melakukan tugas kedinasal lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

Pasal 20

(1) Subbidang Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang,
mempunyai tugas membantu Kepala Bidalg Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan
program dan kegiatan Subbidang Penanganan Konflik lrang menjadi
keu,enangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undargan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat i1), sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penanganan Konflik sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelalsalaan tugas dalam
lingkungan Subbidang Penangarlan Konflik untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tu gas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar
diperoleh hasil kerja yang benar dar akurat;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnyai

f. menyiapkal bahar darr melakukan perencanaan kebijakan teknis
Subbidang Penalgarran Konfl ik;

g. menginventarisasi permasalairan yang berhubungan dengan
Subbidang Penarlganan Konflik, serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

h. mengumpulkan data dalam rangka pelaksanaan tugas Subbidang
Penanganar Konflik;

i. menyiapkan bahal perumusan kebijakan Subbidang Penanganan
Konflikt

j. melakukan perumusan kebijal<an Subbidang Penanganan Konflik;
k. rnenyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelal<sanaan kegiatan

Subbidang Penanganan Konfl ik;
l. melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan program dan kegiatan

Subbidang Penanganan Konfl ik;



m. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan, penyusunan kebijakan
::f,:,^fffT ,91n a:rqcaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporanpelaxsanaan kegratan di Subbidang penanganan Konflik:

n. moelakulan kebijakan yang terkait dengan Subbidang penangalal

o. mengumpulkan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi
:T^ :rnckr:ni=:j penyu.suran laporar dan euliiasi kegiatanpenanganan konflik sosial di daeral:

p. menl iapkan bahar oerumus:rn kebijakan. dan fasilitasi peningkatarlda n efekr i fi tas peran ma svara ka t a.rl.' p.i"i*".1'r]' Si."grr," n .r 
" 

n gberpotensi konflik pada eLmar masyaral<at;
q. menl iapkan bahar oerumusan kebijakan. dan fasilitasi peningkararrdan efektifitas peran masvaraka, d.r; ;"1;;;;;'o?i.,1*"r,- ,.n*berpotensi konflik pada eieman masyarakat;r. melalukan kegiatan dan fasilitasi penanganan solidaritas sosjajmasyarakat:

s. melakukan kegiatan dalar.n -. rangka meningkatalkan danmengembangkan sistem deteksi di"i d; ;.s"h ;;;;"tli#aap rcnnitmasyarakat;

t menyiapkan bahar oerumusan kebiiakan dan fasilitasi rekonsiliasikonflik sosial;
u. melakukan pemetaan dan pemtluatan peta potensi konflik di daerahv. melakukan pemberian dukrk"s,"t;;;,-;;;;;;;"ffi!HT"i*:#JI:fl?fl tr*::xl[-0."w. melakukan pembinaan 

*l bimbingan p.flt""n"r., u.ai","r,Subbidang penarganar Konfl ik;
x. menyiapkan bahan Demanrauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatanSu bbidang penanganan Konltk;
y. melakukan koordinasi dal k

Iembaga nonpeme.l.,,"r, a^r.!l"'lbsi 
dengan lembaga pemerintah dan

d." f;-"g;i-;;;;r,r 
Ld t uaram rangka mendukung peliksanaan tugas

z. menilai kinerja bawahan s(

undangan; 
3suai ketentuan peraturan perundang-

aa. melakukan penyusunan laporan 
-dan_ 

pendokumentasiar kegiatanKepala Subbidang penanganan Konflik darr ;;;;;; *.",pertimbangan kepada atasai *b"s"i L;; i"i_-r*,iTiilj"u.",
bb. melakukan tugas kedinasan lainnva yang diperintahkan oleh plmpinalbaik lisan maupun tertulis.
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Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

pasal 2l
(l) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf f Peraturan l

o, r,*,i r...' i;;;;j;,;i"ilff[#,,ffjsu::Ti.li::::_:;xi,;il;;
(2) Jumlan bnaga fungsional dan jenis jabaran fungsjonut ' *U.g"l."nutersebut pada ava r ( I I diten r u kar L.a.i"rt"r' l"Tr,t,'i"#lan bcban t<enayang dituangkan dalam Keputusan Bupati;



(3) Jenis dan jeniang Jabatan F.d*;;;, j;J;;':""ii#fr ,Jfi g.;lT;l"TiX1:ffll,tersebutpadaayat(,),
(4) Rincian tugas Jabatan Frperundang-undangan. rngsional diatur sesuai dengan peraturan
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BAB V

TATA KERJA

Pasal 22
{l) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompoklenaga fungsionar vraiir-r meneripr.r"'p.ir",p'i..'"ijinu'li ,.,,.g.""i ou,sin kronisasi baik datam ri,.,qr.u ngan ;a j.*;";;';';;0"; 

" anrar sat uanorganisasi di lingkungan pimerintarL il".'"h;e';:;!ir instansi rainsesuai dengan tugas masing_mas1ng.
(2) Setiap,pimpinan satuan_ organisasi wajib mengawasi bau.ahannya masing_masrng dan bila leriadi n,;il.r,i#;#;t.:l'_Hr"i:IJffi i5ff"."q"1;XilTslrranekarrvan"e
(3) Se]iap pimpinan organisasi bertanggung jau,ab memimpin danmengoordinasikan bawahannya -"Jilrrg_i.^"i.,g dan memberikanbimbingan serta petunjuk bagi p.r"f.""""""irg"" [i*"fr*"'"rr".
(4) Setiap pimpinal satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhipetunjuk dan bertanggung jawab kepadl 

"t""".i'"i".i.i -aslng sertamenyiapkan laporan berkala tepat pada $,aktuny". -o

(5) setiap laporan yang diterima oreh pimpinan satuan organisasi daribar.ahannya u,ajib diolah aarr aipe.gu"aka; -iJfiai 
Uanan u.rtutpenyusunan laporan has iebih ranjut dal untuk -"i.rb".ik", p.tu.r.1utkepada bawahannva.

(6) D-alam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajibdisampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara lungsional
mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melal<sanakan tugas, setiap pimpinar satuan organisasi
bertanggungjawab masing-masing dalam 

-rangka 
pemberian biribingan

kepada bawahan, dan diharapkan mengadakan iapaiberkaia.
(8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing_masing pimpinan

organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi vajib melaksanakan
pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukal
monitoring dan evaluasi terhadap pelatsanaan tugas pejabat dan/atau staf
di lingkungan unit keqanya sesuai dengan bidanglugisnya.

(9) Seli3p pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap
kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada
barvahannya.

(10) Sekretaris dalam melaksarakan tugasnya uajib mengoordinasikan dan
memberikan pembinaan secara administrasi pada setiap unsur dalam hal
pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan,
keual gan dan perlengkapal.

{11) Masing-masing pejabat struktural dalarn melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai
dengan hirarki jenjang jabatan.

(12) Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi yang belum cukup diatur dalam
Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian oleh pimpinal perangkat
daerah.
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BAB VI
KDTENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural pada Kantor
Kesatuan Bangaa dan Politik Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Peraturan
I)aerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun 2O08 tentang Pembentukan
organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Xabupaten Tana Toraja
sebagaimana telai diubah dengan Peraturan Daerah l(abupaten Tana Toraja
Nomor 1 Talun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor l0
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tana Toraja, tetap menjalankan tugas dan fungsinya
sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik berdasarka,n Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peratura, Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Tor4ja
Nomor 41 Tahun 2009 tentarg Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungal
Masyarakat Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2O09 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarg mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tara Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal i .. :: :. ! : -^ :
BUPATI TANA TORAJA-

T}{EOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
padatanggal 6, :i-i :_-ll
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

SEMUEL NDE BURA

t

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2O2O NOMOR .5

[Uru^ -"*zl
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